
BUPATI KUBU RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR II9 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 
2017 TENTANG BIAYA PERSIAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka penyeragaman biaya persiapan 
pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap atau gabungan dari program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap dengan program dan/ atau 
kegiatan lain, dalam hal biaya persiapan pendaftaran 
yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan 
terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 
201 7 ten tang Biaya Persiapan Program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Biaya 
Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor. 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2013); 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007, Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



Menetapkan 

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pecepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127); 

5. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi N omor 
25/SKB/V /2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan 
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan 
Pendaftaran Tanah Sistematis; 

6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2017 
tentang Biaya Persiapan Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kubu 
Raya Tahun 2017 Nomor 26); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERSIAPAN 
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 
LENGKAP. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 
2017 ten tang Biaya Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 26) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni 
angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya 

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. 

6. Instansi teknis adalah instansi yang menangani dibidang 
pertanahan. 

7. Kantor adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. 
8. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
Pokok Agraria. 
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9. Pemegang hak atas tanah adalah Pemegang Hak Milik, Hak Guna 
U saha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 

10. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah kegiatan 
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 
serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan yang 
meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan 
data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran 
Tanah untuk keperluan pendaftarannya. 

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, 
yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

(1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dapat 
dilakukan melalui program dan anggaran khusus Pendaftaran 
Tanah Sistematik Lengkap, atau gabungan dari program 
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dengan program dan/ a tau 
kegiatan lain pada program Nasional Agraria/Program Daerah 
Agraria, program Lintas Sektor, kegiatan dari Dana Desa, kegiatan 
massal swadaya masyarakat, program atau kegiatan sertipikasi 
massal redistribusi tanah obyek landreform, konsolidasi tanah, 
dan transmigrasi atau kegiatan massal lainnya, gabungan dari 
beberapa atau seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Obyek Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap meliputi seluruh 
bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada 
hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan 
tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah 
Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah 
obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. 

gan Peraturan 
bupaten Kubu 

YA,� 

Ditetapkan di S gai Raya 
pada tanggal 3 Derember 2019 

KUBU RAYA 
I2o 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Raya. 

Diundangtan di 

asst,l $,XRETARIS 1» 

YUSRA 
BERITA DAERAH 
TAHUN.. 20.9 


